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KEPALA BADAN SAR NASIONAL
KATA PENGANTAR

Laporan  Kinerja Tahun 2016 Badan SAR Nasional disusun sebagai
pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan untuk memenuhi
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 vyang
mengamanatkan bahwa setiap Instansi Pemerintah/Lembaga Negara yang dibiayai
anggaran negara agar manyampaikan laporan kinerjanya. Laporan Kinerja ini
merupakan laporan pertanggunjawaban Badan SAR Nasional dan tanggungjawab
pemakaian sumberdaya untuk menjalankan visi dan misi Badan SAR Nasional.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat mendorong
terciptanya akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang baik sebagai salah satu
prasyarat terciptanya pemerintahan yang bersih, terpercaya serta akuntabel
sehingga tugas pokok dan fungsi dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan
serta responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungan (good governance).

Dengan segala kendala yang dihadapi, diharapkan pelaksanaan tugas di
masa mendatang dapat berjalan lebih baik lagi sehingga program yang telah
disusun dapat terlaksana dengan baik.

Jakarta, Februari 2017
Kepala Badan SAR Nasional

oo

M. Syaugi, S.Sos., M.M.
Marsekal Muda TNI
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance) adalah
tersusunnya laporan kinerja pelaksanaan kegiatan tahun berjalan untuk mewujudkan
komitmen organisasi penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan
pengelolaan dan pengendalian sumberdaya sesuai dengan tugas dan

kewenangannya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah,bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian/
Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja Satuan Kerja, Unit

Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga.

Badan SAR Nasional sebagai instansi pemerintah bertanggung jawab di
bidang Pencarian dan Pertolongan (Search And Rescue) telah melaksanakan tugas
pokok dan fungsi sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014tentangPencarian

dan Pertolongan.

Capaian target indikator kinerja utama Badan SAR Nasional yang telah
tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Basarnas/ Rencana
Strategis Basarnas 2015-2019 telah terealisasi lebih dari 100% dan 96,61%.
Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:



Indikator Kinerja

Capaian

penyelamatan korban
dalam pelaksanaan operasi
SAR

evakuasi korban

pada operasi SAR

No. Sasaran Strategis Utama Target | Realisasi Kinerja
1. | Meningkatkan pelayanan Kecepatan tanggap 30 25,50 115%
operasi SAR pada operasi SAR menit menit
dalam penanganan
kecelakaan
2. | Tercapainya keberhasilan Keberhasilan 100% 96,61% 96,61%

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan SAR Nasional dalam Tahun

Anggaran 2016 secara umum telah dapat terlaksana dengan baik. Hal tersebut

terlihat pada pencapaian ketiga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang melebihi target.

1. Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) “Kecepatan tanggap pada operasi SAR

dalam penanganan kecelakaan” terealisasi response time selama 25,50 menit

dengan capaian kinerja sebesar 115% dari target 30 menit. Indikator Kinerja

Utama (IKU) ini didukung oleh sasaran strategis, yaitu Meningkatkan pelayanan

operasi SAR. Adapun indikator kinerja sasaran Meningkatkan pelayanan operasi
SAR yaitu :

Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pelayaran (34,83

menit)

Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan penerbangan (14,31

menit)

Rata-rata response time pada penanganan bencana (20,47 menit)

Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan lain-lain (32,37 menit)

2. Pada Indikator Kinerja Utama “Keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR”

terealisasi sebesar 96,61% dari target 100%. Indikator Kinerja Utama (IKU) ini

didukung oleh sasaran strategis, yaitu Tercapainya keberhasilan penyelamatan
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korban dalam pelaksanaan operasi SAR. Adapun indicator kinerja sasaran
Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi
SAR yaitu :

Persentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR
(83,21%)

Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR
(96,61%)

Dilihat dari evaluasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dari tiap-tiap pelaksanaan
sasaran (sesuai Formulir Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja), maka tingkat
capaian kinerja Badan SAR Nasional secara keseluruhan dapat dikatakan sangat
memuaskan (AA), dimana rata-rata tingkat capaian sasaran kinerja Badan SAR
Nasional terealisasi lebih dari 100% (105,80%), sehingga dimasa mendatang

kiranya kondisi ini dapat ditingkatkan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Badan SAR Nasional terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
11 Tahun 1972 yang ditetapkan tanggal 28 Februari 1972, sebagai suatu
lembaga yang bernama Badan SAR Indonesia (Basari). Selanjutnya,
berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2007
Badan SAR Nasional berubah status yang semula setingkat Eselon | dibawah
Kementerian Perhubungan menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementerian
(LPNK). Perkembangan organisasi Basarnas selanjutnya adalah pada Tahun
2014 yaitu dengan ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor
29 Tahun 2014 kedudukan Basarnas semakin kuat dalam menyelenggarakan
urusan pemerintah di bidang Pencarian dan Pertolongan. Sesuai Undang-
undang dimaksud, Basarnas bertanggung jawab menyelenggarakan
pencarian dan pertolongan pada kecelakaan kapal dan pesawat udara,
kecelakaan dengan penanganan khusus, bencana pada tahap tanggap
darurat, serta kondisi membahayakan manusia. Operasi pencarian dan
pertolongan dalam menyelamatkan jiwa manusia pada kecelakaan dimaksud
merupakan kegiatan spesifik yang memerlukan kecepatan, ketepatan, dan
kehandalan sesuai dengan Visi dan Misi Basarnas.Selanjutnya dalam rangka
mencapai visi dan misi dimaksud maka telah disusun Rencana Strategis
(Renstra) Basanas yang terjabar dalam rencana kinerja tahunan.Renja
menjadi dasar usulan RKA-KL yang pada akhirnya ditetapkan dalam
DIPA.Basarnas telah menyusun rencana kinerja tahunan sebelum dokumen
DIPA ditetapkan.Selanjutnya setelah DIPA disahkan maka rencana kinerja
tahunan dimaksud ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.Capaian kinerja
Basarnas dievaluasi dan disusun laporannya setiap tahunnya.Dalam rangka
penyampaian capaian keberhasilan pelaksanaan tugas pada Tahun 2016

maka perlu disusun laporan kinerja Basarnas Tahun 2016.



KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI

Kedudukan
Kedudukan Basarnas sesuai Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014

tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 47 ayat (3), berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia.

2.

Tugas
Tugas Basarnas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014

tentang Pencarian dan Pertolongan Pasal 48 ayat (1) adalah:

a.

Menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta
persyaratan dan prosedur perizinan dalam penyelenggaraan Pencarian
dan Pertolongan,;

Memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan
Pencarian dan Pertolongan;

Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan Pencarian
dan Pertolongan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;

Menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;

Menyampaikan informasi penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan
kepada masyarakat;

Menyampaikan informasi penyelenggaraan Operasi Pencarian dan
pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa
penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan kepada
masyarakat;

Melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap
penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan;

Melakukan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.



3.  Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor
PER.KBSN-01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan SAR Nasional,
struktur organisasi Badan SAR Nasional yang telah diubah terakhir dengan
Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014.

a. Kepala Badan
Kepala Badan SAR Nasional ditunjuk langsung oleh Presiden yang
dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Presiden.

b. Sekretariat Utama
Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR Nasional.
Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama yang terdiri atas tiga
Biro yaitu Biro Umum, Biro Perencanaan dan KTLN, serta Biro Hukum

dan Kepegawaian.

c. Deputi Bidang Potensi SAR
Deputi Bidang Potensi SAR adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan
fungsi Badan SAR Nasional di bidang potensi SAR yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR
Nasional.Deputi Bidang Potensi SAR dipimpin oleh deputi yang terdiri
atas 2 (dua) direktorat yaitu Direktorat Sarana dan Prasarana serta
Direktorat Pendidikan dan Pelatihan, dan Pemasyarakatan SAR.

d. Deputi Bidang Operasi SAR
Deputi Bidang Operasi SAR adalah unsur pelaksana sebagian tugas
dan fungsi Badan SAR Nasional di bidang operasi SAR yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR
Nasional.Deputi Bidang Operasi SAR dipimpin oleh deputi yang terdiri
atas 2 (dua) Direktorat yaitu Direktorat Operasi dan Latihan serta

Direktorat Komunikasi.



e. Pusat Data dan Informasi
Pusat Data dan Informasi adalah unsur penunjang Badan SAR Nasional
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan
SAR Nasional melalui Sekretaris Utama.Pusat Data dan Informasi
dipimpin oleh Kepala.

f.  Inspektorat
Inspektorat adalah unsur pengawasan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR Nasional melalui
Sekretaris Utama.Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.

g. Unit Pelaksana Teknis
Unit Pelaksana Teknis melaksanakan tugas SAR dan administratif
Badan SAR Nasional di daerah, dibentuk Unit Pelaksana Teknis yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan SAR

Nasional.

Designed by Pusat Data dan Informasi

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Basarnas




Gambar 1.2. Struktur Organisasi Kantor SAR Kelas A

Gambar 1.3. Struktur Organisasi Kantor SAR Kelas B



C.

LANDASAN HUKUM
Penyelenggaraan SAR Nasional dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang meliputi:

1.

a M DN

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan
Pertolongan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penerbangan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan
Keselamatan Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pencarian dan
Pertolongan.

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.08 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor SAR sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.24
Tahun 2012.

Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PER.KBSN-01/2008
tentang Organisasi dan Tata Laksana Badan SAR Nasional
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan
SAR Nasional Nomor PK.15 Tahun 2014.

International Convention for the Safe of Live at Sea (SOLAS), 1974.
International Aviation & Maritime Search and Rescue (IAMSAR),
ICAO/IMO, 1998.

“Search and Rescue”, International Civil Aviation Organization, Annex
12, Tahun 2000.

UNCLOS-82 yang diratifikasi dengan Peraturan Pemerintah No 37
Tahun 2002, Indonesia diterima dan diakui sebagai negara kepulauan
yang memiliki laut pedalaman, namun Indonesia harus menyediakan

jalur laut internasional.



D. ASPEK STRATEGIS

1.

Sarana dan Prasarana

Keberhasilan Badan SAR Nasional dalam melaksanakan tugas

ditentukan oleh sarana dan prasarana yang dimilikinya.Sarana dan prasarana

yang memadai merupakan unsur pendukung keberhasilan Operasi SAR.

Sarana dan prasarana dimaksud meliputi beberapa hal sebagai berikut:

a.

Sistem Komunikasi SAR

Salah satu fasiltas SAR yang memegang peranan utama dalam
pelaksanaan kegiatan SAR adalah sistem komunikasi SAR
nasional.Sistem komunikasi ini tidak lepas dari semua jenis peralatan
komunikasi yang digunakan sebagai sarana pertukaran informasi baik
berupa voice maupun data dalam kegiatan SAR. Sistem komunikasi
yang digelar memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

v' Jaringan Penginderaan Dini

Komunikasi sebagai sarana penginderaan dini dimaksudkan agar
setiap musibah pelayaran penerbangan serta bencana atau
musibah lainnya dapat dideteksi sedini mungkin, agar usaha
pencarian, pertolongan dan penyelamatan dapat dilaksanakan
dengan cepat. Oleh karena itu setiap informasi yang diterima
harus memiliki kemampuan dalam hal kecepatan, kebenaran, dan
aktualisasinya.Implementasi sistem komunikasi harus mengacu
kepada peraturan International Maritime Organization (IMO) dan
International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk memonitor
musibah penerbangan.Hingga saat ini, Badan SAR Nasional
memiliki alat deteksi sinyal yang mengindikasikan lokasi musibah
yang bernama LUT (Local User Terminal) sebanyak dua buah
berupa perangkat stasiun bumi kecil yang mengolah data dari
Cospas-Sarsat.



v' Jaringan Koordinasi
Komunikasi sebagai sarana koordinasi, dimaksudkan untuk dapat
berkoordinasi dalam mendukung kegiatan operasi SAR baik
internal antara kantor pusat Badan SAR Nasional dengan Kantor
SAR dan antar Kantor SAR, dan eksternal dengan seluruh
potensi SAR dan Rescue Coordination Centers (RCCs) negara

tetangga secara cepat dan tepat.

v Jaring Komando dan Pengendalian
Jaring ini merupakan sarana komando dan pengendalian untuk
mengendalikan unsur-unsur yang terlibat dalam operasi SAR.

v' Jaring Pembinaan, Administrasi, dan Logistik
Jaring ini digunakan oleh Badan SAR Nasional untuk pembinaan
dan administrasi perkantoran.

Untuk memaksimalkan fungsi komunikasi SAR, Badan SAR Nasional
telah dilengkapi peralatan-peralatan komunikasi seperti berikut.
v' Fixed Line Telecommunication,
v" Radio Communication,
v" AFTN (Aeronautical Fixed Telecommunication Network),
v SATCOM (Satellite Communication).
Koordinasi antarunit SAR selama operasi SAR akan menentukan suksesnya
operasi SAR. Keandalan seluruh alat komunikasi mencakup transfer data

maupun suara dalam segala kondisi dan cuaca menjadi keharusan.

b. Sarana dan Peralatan SAR
Sebagai komponen pendukung keberhasilan pelaksanaan operasi SAR,
sarana dan peralatan SAR telah diupayakan untuk selalu tetap
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, baik kualitas
maupun kuantitasnya. Secara umum, gambaran kondisi sarana dan
prasarana Badan SAR Nasional dapat dijabarkan sebagai berikut:



1)

2)

3)

4)

Sarana SAR Udara

Untuk menunjang penyelamatan korban, Badan SAR Nasional telah
memiliki helikopter (rotary wing) BO-105yang berkategori “ringan” (light
type) dan dua buah helikopter DauphinAS 365 N3+ yang berkategori
“‘menengah” (medium range)dan berintegrasi intermediate yaitu
DauphinAS 365 N3+. Kondisi saat ini, cakupan wilayah udara Badan
SAR Nasional meliputi Medan, Tanjung Pinang, Bogor, Surabaya, dan
Denpasar.

Sarana SAR Laut

Untuk menunjang penyelamatan korban di lautan, Badan SAR Nasional
telah memiliki Rescue Boat, Rigid Inflatable Boat, Kapal Catamaran 60M
Selain sebagai sarana angkut tim penolong (rescue team) yang akan
memberikan pertolongan, sarana laut juga harus memiliki kemampuan
mencari dan mengarungi lautan pada berbagai kondisi alam dan cuaca.

Sarana SAR Darat

Sebagai sarana penunjang operasi pertolongan terhadap musibah dan
bencana, secara garis besar sarana SAR darat yang telah dimiliki oleh
Badan SAR Nasional mencakup Rescue Truck,Rescue Car, ATV,
Hovercraft, Motor Trail, Excavator, Rescue Car Type | dan Il.Dalam
rangka mendukung kecepatan mobilisasi tim penolongsaat ini seluruh
Kantor SAR telah memiliki peralatan SAR standard minimal baik secara
perorangan maupun beregu.

Peralatan SAR (SAR Equipment)

Peralatan SAR adalah bagian penting bagi rescuer dalam melaksanakan
pertolongan terhadap korban musibah dan atau bencana sehingga
dukungan peralatan yang memadai akan membantu proses pertolongan.
Kantor-kantor SAR telah dilengkapi dengan peralatan SAR yang
disesuaikan dengan lokasi dan kondisi setempat.



5)

Prasarana SAR
v' Prasarana Kantor (Gedung)

Prasarana fisik gedung dan bangunan adalah penunjang utama
yang merupakan awal dari segala aktivitas mulai dari perencanaan,
pengoordinasian, sampai evaluasi. Tersedianya gedung yang memadai
akan menjadi salah satu unsur pemacu etos kerja sekaligus memberikan

kemudahan bagi masyarakat pengguna jasa SAR.

v Gedung Badan SAR Nasional
Gedung Kantor Pusat Badan SAR Nasional berlokasi JI Angkasa B
15 Kemayoran, Jakarta Pusat.

v Gedung Kantor SAR

UPT Badan SAR Nasional yang bernama kantor SAR, saat ini
berjumlah 34 kantor yang tersebar di seluruh Indonesia dan 1 Balai
Diklat.

v' Prasarana Hanggar

Badan SAR Nasional telah memiliki hanggar untuk penyimpanan
helikopter. Adapun yang berlokasi di Lanud Atang Senjaya Bogor yaitu
NBO-105 sebanyak 4 unit, AW 139 sebanyak 1 unit, Douphin AS 365 N3
sebanyak 2 unit. Untuk yang ada di lokasi Lanudal Surabaya yaitu NBO-
105 sebanyak 1 unit, Douphin AS 365 N3 sebanyak 2 unit. Selain itu,
Badan SAR Nasional juga menggunakan fasilitas yang dimiliki TNI-AL di
Lanud AL Tanjung Pinang untuk penyimpanan NBO-105 sebanyak 1
unit.

v Tempat Sandar Kapal

Untuk menambatkan Rescue Boat yang dimiliki Badan SAR Nasional,
telah dijalin kerjasama antara Badan SAR Nasional dengan berbagai
instansi yang memiliki sifat sebagai potensi SAR dan memiliki fasilitas
pelabuhan antara lain TNI-AL, ASDP, dan Administrator Pelabuhan agar
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Rescue Boat dapat berlabuh. Saat ini Kantor SAR yang sudah memiliki
tempat sandar kapal sendiri yaitu:

v' Kantor SAR Tanjung Pinang

Kantor SAR Kendari

Kantor SAR Pontianak

Kantor SAR Palembang

Kantor SAR Banjarmasin

Kantor SAR Timika

Kantor SAR Merauke

AN N NN

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen penting dalam
penyelenggaraan kegiatan SAR.Penyediaan dan pengembangan sumber
daya manusia di bidang SAR bertujuan untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang profesional, kompeten, disiplin, bertanggungjawab, dan
memiliki integritas.Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan SAR Nasional
telah melakukan perencanaan sumber daya manusia, pendidikan dan
pelatihan, pemeliharaan kompetensi, serta pengawasan, pemantauan, dan
evaluasi.SDM yang dimiliki Badan SAR Nasional relatif masih kurang
memadai baik dari segi kuantitas jika dibandingkan dengan luas wilayah
cakupan NKRI.

a. Kepegawaian
SDM yang dimiliki Basranas sampai dengan 31 Desember 2016 adalah
sejumlah 3.254 orang, sudah termasuk tenaga penolong

(rescuer)sebanyak 1.731 orang.

b. Pendidikan, Pelatihan, dan Pembinaan
Dalam rangka meningkatkan kemampuan personil Badan SAR Nasional
serta UPT di daerah dan Potensi SAR, telah dilakukan pendidikan dan
pelatihan, penyuluhan kepada masyarakat serta pembinaan SDM
Potensi SAR sejak awal 2013.
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3. Aspek Kelembagaan

Badan SAR Nasional dalam bidang Kelembagaan adalah kerja sama
dengan K/L, instansi, organisasi atau lembaga lain yang sudah berjalan baik,
tetapi perlu diperkuat lagi terutama dengan K/L yang berkaitan secara
langsung dengan Badan SAR Nasional seperti BNPB, BMKG, MENPAN,
BAPPENAS, dan lain-lain. Kerjasama dengan luar negeri yang sudah terjalin
dengan baik merupakan salah satu kekuatan pendukung Badan SAR
Nasional. Walaupun demikian, dalam kenyataannya, memang masih perlu
ditingkatkan lagi.Kekuatan selanjutnya adalah seluruh program kegiatan
berdasarkan Renstra sebelumnya telah terlaksana dengan baik.Opini
kinerjakeuangan yang disandang Badan SAR Nasional sekarang ini adalah
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

4. Permasalahan Utama
Permasalahan yang saat ini sedang dihadapi oleh Basarnas adalah

sebagai berikut :

a. Adanya moratorium dan cakupan wilayah tanggungjawab SAR yang
cukup luas menyebabkan tenaga rescuer yang tersedia belum memadai
untuk menangani daerah bencana.

b. Kurangnya jumlah ABK menyebabkan adanya jabatan rangkap terhadap
tenaga rescuer untuk merangkap sebagai ABK. Selain itu tenaga
rescuer yang bertugas di Kantor SAR juga merangkap sebagai tenaga
administrasi. Adapun standar pengawakan untuk rescue boat adalah

sebagai berikut:

v Rescue Boat Kelas | (ukuran > 40M) : 1 kapal 23 awak
kapal

v Rescue Boat Kelas Il (ukuran 30M s.d 40M) : 1 kapal 19 awak
kapal

v Rescue Boat Kelas Ill (ukuran 20M s.d <40M): 1 kapal 12 awak
kapal

v Rescue Boat Kelas IV (ukuran < 20M) 1 kapal 6 awak
kapal
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Adanya jabatan rangkap pada tenaga rescuer ini menyebabkan tenaga
yang bertugas di lapangan berkurang.

Dana cadangan operasional khusus yang bersifat bencana masih
bergantung kepada BNPB sehingga menghambat kinerja terutama
dalam bidang operasi yang bersifat bencana. Pelaksanaan operasi SAR
terkait penanganan kecelakaan pesawat udara dan kapal laut adalah

murni menjadi tanggungan Badan SAR Nasional.

SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan SAR Nasional Tahun

2016 adalag sebagai berikut:

1.

BAB | Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB Il Perencanaan Strategis
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Badan SAR
Nasional.

BAB Il Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Badan SAR Nasional
untuk setiap pernyataan Kkinerja sasaran startegis Badan SAR
Nasional sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan SAR
Nasinal.

B. Realisasi Anggaran
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan
yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan Perjanjian Kinerja.

13



C. Kinerja Lainnya
Pada sub bab ini diuraikan kinerja lainnya yang telah dicapai oleh
Badan SAR Nasional selama Tahun 2016

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Badan SAR
Nasional serta langkah masa mendatang yang akan dilakukan Badan
SAR Nasional untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
B. Pengukuran Kinerja Tahun 2016

C. Penghargaan-penghargaan
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. VISI DAN MISI
Visi merupakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan citra-

cita yang ingin diwujudkan. Suatu Visi bersifat menantang (challenge)
mengenai apa yang ingin diwujudkan Instansi Pemerintah. Visi yang
ditetapkan juga hendaknya mampu mengarahkan dan menggerakan segala
sumber daya Instansi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin. Adapun visi
Badan SAR Nasional adalah sebagai berikut:

“Mewujudkan Badan SAR Nasional yang andal, terdepan,
dan unggul dalam pelayanan jasa SAR di wilayah NKRI”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh
Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil
baik.Misi merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pernyataan Misi, diharapkan seluruh anggota organisasi
dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan
dan peran Instansi Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan
Negara. Adapun Misi yang ditetapkan oleh Badan SAR Nasional adalah
sebagai berikut:
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1. Menyelenggarakan siaga terus-menerus dalam pencarian dan
pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat
dalam kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan
manusia secara andal, efektif, cepat, efisien, serta aman.

2. Melaksanakan koordinasi dengan instansi/organisasi nasional
maupun internasional dalam rangka menyelenggarakan
operasi pencarian dan pertolongan (SAR), serta melakukan
pemasyarakatan SAR untuk memaksimalkan potensi SAR.

3. Menyelenggarakan  peningkatan kemampuan teknis dan
manajerial organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang
dan melakukan perbaikan di segala aspek secara
berkesinambungan.

4. Melaksanakan pembinaan kemampuan dan kesiapan
sumberdaya manusia serta koordinasi berkelanjutan agar
setiap saat dapat melaksanakan tugas operasi pencarian dan
pertolongan dengan sebaik-baiknya.

5. Menyediakan sarana dan prasarana operasi, peralatan

komunikasi dan sistem informasi SAR sesuai dengan

kebutuhan dalam rangka mewujudkan visi dan misi.

2.  TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan strategis perlu dijabarkan dalam beberapa indikator yang
diturunkan dari visi dan misi. Pembentukan tujuan ini diambil langsung dari
berbagai analisis mendalam yang menuntut Badan SAR Nasional agar
mampu memenuhi berbagai macam pencapaian yang ditargetkan selama
lima tahun. Sesuai dengan Renstra Basarnas Tahun 2015-2019 maka pada
Tahun 2019, diharapkan Badan SAR Nasional dapat mencapai beberapa hal
seperti dibawah ini.
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a. Terselenggaranya siaga terus menerus dalam pencarian dan
pertolongan, penyelamatan, dan evakuasi kepada masyarakat dalam
kecelakaan, bencana, dan kondisi membahayakan manusia secara

andal, efektif, cepat, efisien serta aman.

b. Terjalinnya koordinasi dengan instansi nasional dan internasional serta
terwujudnya peningkatan partisipasi masyarakat tentang pengetahuan

dan keterampilan SAR dalam rangka memaksimalkan potensi SAR.

c. Terselenggarakannya peningkatan kemampuan teknis dan manajerial
organisasi dan senantiasa tumbuh, berkembang dan melakukan

perbaikan di segala aspek secara berkesinambungan.

d. Terciptanya standar dan kualitas kompetensi sumber daya manusia

pencarian dan pertolongan yang andal dan profesional.

e. Tersedianya sarana dan prasarana operasi, peralatan komunikasi dan
sistem informasi SAR sesuai dengan kebutuhan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi.

3. PROGRAM

Untuk mewujudkan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan,
selanjutnya disusun program dan kegiatan yang dilengkapi dengan sasaran,
indikator, target, dan alokasi pendanaan yang akan dilaksanakan oleh Badan
SAR Nasional selama lima tahun. Dalam Renstra Basarnas Tahun 2015-
2019 Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan

menjadi fokus utama dalam pelaksanaan kegiatan Badan SAR Nasional.

Adapun penjabaran dari beberapa strategi dalam rangka mencapai
setiap tujuan, disusun program-program Badan SAR Nasional yang akan
dilaksanakan dalam lima tahun ke depan. Program tersebut ditetapkan
dengan memerhatikan skala prioritas berdasarkan perumusan visi, misi,
tujuan, dan sasaran yang mempunyai hubungan dengan segala aspek fungsi
unit kerja di lingkungan Badan SAR Nasional. Hal tersebut adalah sebagai
berikut:
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Program generik, yaitu :

a. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Badan SAR Nasional.

b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Badan SAR

Nasional.

Program Teknis

Program teknis, yaitu program pengelolaan pencarian, pertolongan dan

penyelamatan.

PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada piminan instansi

yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai

dengan indikator kinerja. Adapun untuk penyusunan perjanjian Kinerja telah

sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Tahun 2016 sebagai berikut:

Pada awal Tahun 2016 Badan SAR Nasional telah menyusun Perjanjian

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Basarnas

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
Indikator Kinerja Utama (IKU): )
Kecepatan tanggap pada operasi SAR dalam penanganan 30 menit
kecelakan

L. Meningkatnya pelayanan Rata-rata response time
operasi SAR pada penanganan 30 menit
kecelakaan pelayaran
Rata-rata response time 30 menit
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pada penanganan

kecelakaan penerbangan

Rata-rata response time

30 menit
pada penanganan bencana
Rata-rata response time
pada penanganan 30 menit
kecelakaan lain-lain
Indikator Kinerja Utama (IKU):
Keberhasilan Evakuasi korban pada operasi SAR 100%
2. | Tercapainya keberhasilan Persentase jumlah korban 100%

penyelamatan korban terselamatkan dalam

dalam pelaksanaan operasi | pelaksanaan operasi SAR

SAR Persentase jumlah korban 100%
yang ditemukan dalam
pelaksanaan operasi SAR

Dengan perincian Pagu Anggaran untuk melaksanakan kegiatan pada
Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :

Program dukungan manajemen dan Rp. 228.592.377.000,-
pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan SAR

Nasional

Program peningkatan sarana dan prasarana Rp. 2.150.000.000,-

aparatur badan SAR Nasional
Program pengelolaan pencarian, pertolongan Rp. 1.494.983.452.000,-
dan penyelamatan

Jumlah Total Rp. 1.725.725.829.000,-
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan
melalui  sistem pertanggungjawaban secara  periodik.Perwujudan
pertangungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk
laporan yang disebut dengan laporan kinerja. Untuk penilaian laporan kinerja
Basarnas dilakukan pengelompokan kategori, yaitu :

Tabel 3.1. Penilaian Pencapaian Kinerja

No. Kategori Nilai Angka (%) Interprestasi

1. AA >90 - 100 Sangat Memuaskan
2. A >80 — 90 Memuaskan

3. BB >70 - 80 Sangat Baik

4. B >60 - 70 Baik

5. CC >50 - 60 Cukup

6. C >30 -50 Kurang

7. D 0-30 Sangat Kurang

Secara garis besar capaian kinerja Basarnas dapat dikatakan memuaskan
atau dengan kategori A. Hal ini dibuktikan adanya pengakuan Kkinerja
Basarnas dari publik. Target Kinerja dimaksud dicapai melalui Indikator
Kinerja Utama dengan cara perhitungan sesuai prosedur yang ada .

A. CAPAIAN KINERJA BASARNAS

Pencapaian kinerja Basarnas Tahun 2016 diukur dari 2 (dua) Indikator
Kinerja Utama (Key Performance Indicator) yaitu“Kecepatan tanggap pada
operasi SAR dalam penanganan musibah”dan “Keberhasilan evakuasi
korban pada operasi SAR”. Adapun pencapaian kinerja Basarnas Tahun
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